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Abstrak
 

Salah satu keinginan yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan adalah bertambahnya pemimpin

perempuan, terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam pengambilan

keputusan, yang selama ini pimpinan atau manajer hampir selalu didominasi oleh laki-laki.

 

Perempuan memang mempunyai peluang untuk memegang peran melihat jumlahnya yang cukup besar yang

bila diikuti dengan kualitas dan kemampuan, akan menjadi suatu potensi pembangunan yang kuat. Namun

kenyataanya perempuan masih selalu dianggap sebagai orang kedua (subordinat) dari berbagai bidang.

Sementara seorang pimpinan dikatakan baik dan berhasil manakala mampu mengambil keputusan yang

rasional dan bijaksana.

 

Karena pengambilan keputusan merupakan persyaratan keterampilan bagi seorang pemimpin dan menjadi

tolok ukur efektivitas kepemimpinan seorang pemimpin apabila mampu dan mahir mengambil keputusan,

dan keputusan itu dikatakan baik, apabila memiliki syarat rasional, logic, realistis, dan pragmatis. Keputusan

yang realitis dan pragmatis merupakan ciri kaum feminin, (A. Nunuk P. Murniati, Getar Gender, halaman

57).

 

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perempuan dalam proses pengambilan

keputusan di lingkungan birokrasi Kota Makassar, mengetahui faktor-faktor yang memungkinkan partisipasi

perempuan dalam pembangunan, dan mengetahui pengaruh peran perempuan terhadap ketahanan daerah.

 

Untuk memperoleh informasi tentang peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi

perempuan dalam pembangunan dengan kaitannya terhadap ketahanan daerah, dilakukan penelitian dengan

metode analisis deskriptif analitik kualitatif terhadap aparat birokrasi di sepuluh instansi Kota Makassar.

 

Dari basil penelitian diketahui bahwa kurangnya perempuan menduduki jabatan di Kota Makassar karena

masih kuatnya faktor budaya, kodrat dan ruang gerak yang masih terbatas, sedangkan perempuan sangat

dibutuhkan kehadirannya dalam organisasi. Bahkan dalam ketahanan daerah karena semakin banyak

perempuan yang aktif dalam berbagai kegiatan semakin kuat dan aman daerah tersebut. OIeh karena itu

pemerintah Kota Makassar sudah saatnya membuka lebar memberikan kesempatan (affirmative action) yang

luas terhadap perempuan, dan melibatkan pada setiap pengambilan keputusan, untuk berbagi peran bersama

laki-laki dalam berbagai bidang.

 

Sekaitan dengan ketahanan daerah, Pemerintah Daerah Kota Makassar masih jarang meminta keterangan

kepada masyarakat tentang pengawasan dan pengendalian daerahnya. Namun demikian dianggap sudah ada
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perhatian karena pemerintah daerah setempat sudah pernah melakukan permintaan keterangan kepada

masyarakat walaupun itu jarang dilakukan.

 

Tentang hal penyelidikan ketahanan dan keamanan sudah ada perhatian, namun perlu ditingkatkan, karena

apabila hal ini lebih ditingkatkan tentunya mengurangi tindak kriminal dan meningkatkan keamanan yang

muaranya peningkatan ketahanan daerah.

<hr><i>One of the struggled wishes by women movement is the increasing women leaders, as well as the

opportunity of them to participate in terms of taking place in the decision making process and making

decision whereas rational, logical, realistic the Ieader and the manager's position are always dominated by

men.

 

Indeed, women have opportunity for playing a role in many sectors, because the huge number of women,

moreover if they have capability and good potency to participate in development, therefore they will become

the main player in development. But in fact, women are still recognised as subordinate person for some

fields. Meanwhile, a leader can be deemed good and success if he/she makes decision rationally and wisely,

because making decision is a requirement based on skill/ capability as a leader and this is a starting point of

the efectiveness for the leadership if his/her leadership would be rational, logical, realistic and pragmatic.

The real and pragmatic decision is the character of feminism.

 

For those reasons, this research has the objective to get the information about the role of women in decision

making process at bureaucarcy of the city of Makassar and to know how , some factors which may women

have the chance to participate in development, as well as the influence of women's role for regional defence.

 

To obtain the information about the role of women in making a decision and also women participation in

development related to regional defence, therefore this research is conducted with descriptive qualitatif

analysis over bureaucracy methode of apparatus at ten instancies in the city of Makassar.

 

From the result of the research is knowed that the lack of number of women who are in higher level in the

city of Makassar is caused by many factors i.e : strong culture, destiny and also opportunity from men tc

women nevertheless their partcipation are needed in organisation actively, and the condition of region would

be safer.

 

However, it is time for the government of the city of Makassar to give as much as possible opportunity

(affirmative action) for women to involve in decision making process and to shift the role as will as men in

development.

 

Related to regional defence, the government of the city of Makassar doesn't involve the community actively

in controlling and supervision their area.

 

Nevertheless, the government has already involved the community to participate in development regarding

to defence and secure, but not much enough. If there's increasing the number of the women in participation

in terms of save and secure from the crime condition in this area, if will reduce the crime cases and increase



the regional defence.</i>


